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GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwa kedudukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur
Jawa Barat Nomor 174 Tahun 2O2l;

bahwa dengan ditetapkannya kebijakan penyederhanaan
birokrasi, berimplikasi pada perubahan struktur Perangkat
Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga Peraturan Gubernur
Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan
huruf a perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubemur tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor l1 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal
4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 1950
tentang Pemerintahan Jakarta Raya (trmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan
lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47 441 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2O0O tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a010);

Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tannbahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pusat antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
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Menetapkan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 64O2);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota. yang Melaksanakan Fungsi
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan darr Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Barat (kmbaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2O16 Nomor 6 Seri D, Tambahan kmbaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 192) sebag"imana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor l0
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Barat (l-embaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 239);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi Jawa Barat (lcmbaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Iembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 21 1);

7 . Peraturan Gubemur Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2 0 I 9
tentang Penjabaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2Ol9 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 169 Tahun 2O2l
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa
Barat Nomor 7 Tahun 2Ol9 tentang Penjabaran
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021
Nomor 169);

MEMUTUSI(AN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

l. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
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2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur addah Gubemur Jawa Barat.

4. Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa
Barat.

5. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Provinsi Jawa Barat.

6. Dinas Daerah hovinsi adalah unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi
Jawa Barat.

7. Badan Daerah Provinsi adalah unsur penunjang Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi
Jawa Barat.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat.

9. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat.

10. Tenaga Ahli DPRD adalah seorang atau sekelompok orang
tenaga ahli yang bertugas membantu DPRD dalam
menjalankan tugas dan fungsinya.

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas hrkaitan dengan pel,ayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

BAB II
PERANGKATDAERAH

Pasal 2

(1) Perangkat Daerah, terdiri atas:

a. Selc€tariat Daerah Pnovinsi;

b. Sekretariat DPRD Provinsi;

c. Inspeli.torat Daerah Provinsi;

d. Dinas Daerah Provinsi, terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan;

2. Dinas Kesehatan;

3. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang;

4. Dinas Sumber Daya Air;
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5. Dinas Perumahan dan Permukiman;

6. Satuan Polisi Pamong Praja;

7. Dinas Sosial;

8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Keluarga Berencana;

9. Dinas Lingkungan Hidup;

lO. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

11. Dinas Perhubungan;

12. Dinas Komunikasi dan Informatika;

13. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil;

14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

15. Dinas Pemuda dan Olahraga;

16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;

17. Dinas Tenaga Ke4ia dan Transmigrasi;

18. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;

19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

20. Dinas Kelautan dan Perikanan;

21. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
22. Dinas Perkebunan;

23. Dinas Kehutanan;

24. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan

26. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

e. Badan Daerah Provinsi, terdiri atas:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

2. Badan Kepega.waian Daerah;

3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

6. Badan Pendapatan Daerah; dan

7. Badan Penglrubung.

(2) Bagan Strulrtur Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok, fungsi, rincian
tugas, dan tata kerja Perangkat Daerah Provinsi, diatur dalam
Peraturan Gubemur tersendiri.
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BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Bagiarr Kesatu

Sekretariat Daerah Provinsi

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah Provinsi merupalan unsur staf.

(2) Selaetariat Daerah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris Daerah
Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungiawab
kepada Gubernur.

Bagan Kedua

Selrretariat DPRD Provinsi

Pasal 4

(l) Sekretariat DPRD Provinsi merupakan unsur pelayanan
administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan
fungsi DPRD.

(2) Sekretariat DPRD Provinsi dipimpin oleh Sekretaris DPRD
Provinsi yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis
operasional berada di bawah dan bertanggungiawab kepada
Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab
kepada Gubernur melalui Seliretaris Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

Inspektorat Daerah Provinsi

Pasal 5

(l) Inspektorat Daerah Provinsi merupakan unsur pengawas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi.

(2) Inspektorat Daerah Provinsi dipimpin oleh Inspektur.

Bagran Keempat

Dinas Daerah Provinsi

Pasal 6

(1) Dinas Daerah Provinsi merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

(2) Dinas Daerah Provinsi dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungiawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
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Bagian Kelima

Badan Daerah Provinsi

Pasal 7

(1) Badan Daerah Provinsi merupakan unsur penunjang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

(2) Badan Daerah Provinsi dipimpin oleh Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubemur melalui Selcetaris Daerah Provinsi.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah Provinsi

Pasal 8

Susunan Organisasi Seh,etariat Daerah Pnovinsi terdiri atas:

a. Sekretaris Daerah Provinsi;

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
membawahkan:

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahkan
Bagian Tata Usaha;

2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan
Bagian Tata Usaha; dan

3. Biro Kesejahteraan Rakyat, membawahkan Bagian Tata
Usaha.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:

1. Biro Perekonomian, membawahkan Bagian Tata Usaha;

2. Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi
Pembangunan membawahkan Bagian Tata Usaha; dan

3. Biro Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan Bagan
Tata Usaha.

d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:

1. Biro Organisasi, membawahkan Bagian Tata Usaha.

2. Biro Administrasi Pimpinan, membawahkan:

a) Bagian Tata Usaha; dan

b) Bagian Protokol.

3. Biro Umum, membawahkan:

a) Bagian Tata Usaha;

b) Bagian Administrasi Keuangan dan Aset; dan

c) Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah.

e. StafAhli; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Bagian Kedua

Sekretariat DPRD Provinsi

Pasal 9

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi, terdiri atas:

a. Sekretaris DPRD Provinsi;

b. Bagian Protokol, Persidangan dan Perundang-undangan;

c. Bogan Fasilitasi, Penganggaran, dan Pengawasan;

d. Bagian Umum, membawahkan Subbagian Tata Usaha dan
Kepegawaian;

e. Bagian hogram dan Keuangan.

f. Tenaga Ahli; dan

g. Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Inspektorat Daerah Provinsi

Pasal l0
Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi, terdiri atas:

a. Inspektur;

b. Sekretariat, membawahkan, Subbagian Tata Usaha;

c. Inspektur Pembantu I;

d. Inspektur Pembantu II;

e. Inspektur Pembantu III;

f. Inspektur Pembantu IV;

g. Inspelrtur Pembantu Investigasi; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagran Keempat

Dinas Daerah Provinsi

Paragraf I
Dinas Pendidikan

Pasal 11

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Selcetariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;

c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;

d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;

e. Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;

f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

r



8

Paragraf2

Dinas Kesehatan

Pasl L2

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;

c. Bidang Kesehatan Masyarakat;

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

e. Bidang Pelayanan Kesehatan;

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

Pasal 13

Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang,
terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Selicnetariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;

c. Bidang Teknik Jalan;

d. Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan;

e. Bidang Jasa Konstruksi;

f. BidangPenataan Ruang; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Dinas Sumber Daya Air
Pasal 14

Susunan Organisasi Dinas Sumber Daya Air, terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;

c. Bidang Perencanaan Teknik;

d. Bidang Bina Konstruksi;

e. Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan;

f. Bidang Bina Manfaat; darr

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Paragraf 5

Dinas Perumahan dan Permukiman

Pasal 15

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman, terdiri
atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;

c. Bidang Perumahan;

d. Bidang Infrastruktur Permukiman;

e. Bidang Kawasan Permukiman;

f. Bidang Pertanahan; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf6

Satuan Polisi Pamong @ia
Pasal 16

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:

a. Kepala Satuan;

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;

c. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur;

e. Bidang Pembinaan Masyaral<at dan Aparatur;

f. Bidang Perlindungan Masyaral@t; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

ParagralT

Dinas Sosial

Pasal 17

Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:

a. Kepa.la Dinas;

b. Selcetariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

d. Bidang Penanganan Fakir Miskin;

e. Bidang Rehabilitasi Sosial;

f. Bidang Pemberdayaan Sosial; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

z
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Paragraf 8

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Keluarga. Berencana

Pasal 18

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, dan Keluarga. Berencana, terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;

c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;

d. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga;

e. Bidang Pemenuhan Hak Anak;

f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9

Dinas Ling!<ungan Hidup

Pasal 19

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;

c. Bidang Tata Lingkungan;

d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;

e. Bidang Konservasi dan Pengendalian Perubahan Iklim;
f. Bidang Penaatan Hukum Lingt<ungan; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1O

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 2O

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;

c. Bidang Bina Desa;

d. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi
Masyarakat;

e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;

f. Bidang Pengembangal Potensi Desa; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Paragraf 11

Dinas Perhubungan

Pasgl2l
Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;

c. Bidang Lalu Lintas Jalan;

d. Bidang Angkutan Jalan;

e. Bidang Pelayaran;

f. Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan Transportasi; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 12

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 22

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri
atas:

a. Kepala Dinas;

b. Selcnetariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;

c. Bidang Eaouerrunent,

d. Bidang Aplikasi Informatika;

e. Bidang Informasi Komunikasi Publik;
f. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;

g. Bidang Statistik; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 13

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Pasal 23

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;

c. Bidang Kelembegnnn Koperasi;

d. Bidang Pemberdayaan Koperasi;

e. Bidang Usaha Kecil;

f. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Paragraf f4
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 24

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 15

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 25

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;

c. Bidang Layanan Kepemudaan;

d. Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan;

e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;

f. Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 16

Dinas Perpustalaan dan Kearsipan Daerah

Pasal 26

Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah,
terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha

c. Bidang Perpustakaan Deposit dan Pengembangan Bahan
Perpustakaan;

d. Bidang Bina Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca;

e. Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan;

f. Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis;

g. Bidang Pengelolaan Arsip Statis; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Paragraf 17

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 27

Susunan Organisasi Dinas TenegF Kerja dan Transmigrasi, terdiri
atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;

c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas;

d. Bidang Penempa.tan, Perluasan TenagA Keqia, dan
Transmigrasi;

e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;

f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 18

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Pasal 28

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan,
terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;

c. Bidang Kebrsediaan dan Distribusi;
d. Bidang Konsumsi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

e. Bidang Produksi Petemakan;

f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 19

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 29

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri
atas:

a. Kepala Dinas;

b. Selioetariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;

c. Bidang Destinasi Pariwisata;

d. Bidang Industri Pariwisata;

e. Bidang Pemasaran;

f. BidangKebudayaan;

g. Kelompok Jabatan Frrngsional.
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Paragraf 2O

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 3O

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:

a. Kepa.la Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;

c. Bidang Kelautan;

d. Bidang Perikanan Tangkap;

e. Bidang Pembudidayaan lkan, Pengolahan, dan Pemasaran
Hasil Perikanan;

f. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 21

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pasal 31

Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura,
terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Selcetariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;

c. Bidang Tanaman Pangan;

d. Bidang Tanaman Hortikultura;
e. Bidang Prasarana dan Sarana;

f. Bidang Penyuluhan; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

ParAraf 22

Dinas Perkebunan

Pasal 32

Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Selcetariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;

c. Bidang Produksi Perkebunan;

d. Bidang Sumber Daya Perkebunan;

e. Bidang Pengembangan dan Perlindungan Perkebunan;

f. Bidang Pengolahan, Pemasaran, dan Usaha Perkebunan; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Paragraf 23

Dinas Kehutanan

Pasal 33

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;

c. Bidang Pemolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;

d. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistemnya;

e. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

f. Bidang Bina Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

ParAraf 2a

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 34

Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral,
terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Seknetariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha

c. Bidang Pertambangan;

d. Bidang Air Tanah;

e. Bidang Energi;

f. Bidang Ketenagalistrikan; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 25

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 35

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri
atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;

c. Bidang Industri Agro, Kimia, Tekstil, dan Aneka;

d. Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan
Elektronika;

e. Bidang Perdagangan Luar Negeri;

f. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;

g. Bidang Perlindungan Konsumen; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Bagran Kelima

Badan Daerah Provinsi

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 37

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
terdiri atas:

a. KepalaBadan;

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah;

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

f. Bidang Infrastrul<tur dan KewiLayahan;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 38

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;

c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
Kepegawaian;

d. Bidang Mutasi dan Promosi;

e. Bidang Pengembangan Aparatur;

f. Bidang Penilaian Kineq'a Aparatur dan Penghargaan; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 26

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 36

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Selaetariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;

c. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan;

d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Paragraf 3

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 39

Susunan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia, terdiri atas:

a. Kepala Badan;

b. Selcetariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;

c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan;

d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti;
e. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum;

f. Bidang Pengembangan Kompetensi Man4jerial; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 4O

Susunan Organisasi Badan Fenelitian dan Pengembangan
Daerah, terdiri atas:

a. KepalaBadan;

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;

c. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;

d. Bidang Sosial dan Kependudukan;

e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

f. Bidang Inovasi dan Teknologi; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

/

Paragraf 5

Badan Pengelol,aan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 4l
Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah, terdiri atas:

a. KepalaBadan;

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;

c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;

d. Bidang Perbendaharaan Daerah;

e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;

f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Paragraf 6

Badan Pendapatan Daerah

Pasl 42

Susunan Organisasi Badan Pendapa.tan Daerah, terdiri atas:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;

c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;

d. Bidang Pengelolaan Pendapatan;

e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan;

f. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

Badan Penghubung

Pasal 43

Susunan Organisasi Badan Penghubung, terdiri atas:

a. Kepala;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Subbidang Hubungan Antar lembaga;

d. Subbidang Promosi dan Informasi;

e. Subbidang Keprotokolan; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

STAF AHLI DAN TENAGA AHLI

Bagian Kesatu

Staf Ahfi

Pasal 44

(1) Staf Ahli melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam
memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan
Daera-h Provinsi dan memberikan rekomendasi terhadap isu-
isu strategis sesuai bidang keahliannya.

(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIa dan paling banyak
3 (tiga) orang.

(3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21,
diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(4) Bidang tugas Staf Ahli ditetapkan dengan peraturan tersendiri.
(5) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif

dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi.
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$agian Kedua

Tenaga Ahli
Pasal 45

Sekretaris DPRD menyediakan dan mengkoordinasikan Tenaga
Ahli dengan tugas membantu DPRD dalam menjalankan tugas
dan fungsinya.

BAB VI

KEI'MPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 46

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi
sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga
fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi
Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang
tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-
masing.

(4) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas
mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan
fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

(5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dilsrapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan
beban kerja.

(7) Rincian Thgas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 47

(1) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan pada Perangkat
Daerah dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinlconisasi, dan simplifikasi
dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi
secara internal serta dengan Instansi lain secara eksternal
sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

(2) Setiap Pimpinan pada Perangkat Daerah wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan apabila terjadi
penyimpangan, mengambil langkahJangkah yang diperlukan,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(3) Seti"f Pimpinan pada Perangkat Daerah bertanggungiawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tuga.s dan fungsi kepa.da bawahannya.

(a) Setiap Pimpinan pada Perangkat Daerah wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggungiawab kepada atasan
masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada
waktunya.

(5) SetieF laporan yang diterima oleh Pimpinan pada Perangkat
Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan kepada Pimpinan pada
Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.

(fl Dafam pelaksanaan tugas, setiap Pimpinan pada Perangkat
Daerah di bawahnya memberikan bimbingan kepada
bawahannya masing-masing serta wqjib mengadakan rapat
berkala.

(8) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah selain Sekretaris Daerah
Provinsi berhalangan, untuk pertama kali diwakilkan kepada
Selretaris/Wakil Direktur pada Rumah Sakit Daerah yang
membidang Kesekretariatan/Subbagian Tata Usaha pada
Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Eselon III.

(9) Dalam hal Sekretaris/Wakil Direktur yang membidangi
Kesekretariatan/Subbagian Tata Usaha pada Perangkat
Daerah yang dipimpin oleh Eselon III berhalangan, maka
diwakilkan kepada Bidang/Wakil Direktur pada Rumah Sakit
Daerah/Seksi/Subbidang sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 48
Pembiayaan Perangkat Daerah Pronrinsi bersumber dari:
1. APBD; dan

2. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB Ix
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Haf-hal yErng menyangkut personil, pembiayaan, perlengkapan
dan dokumentasi Perangt<at Daerah setelah diberLakukannya
Peraturan Gubernur ini, harus sudah diselesaikan paling
lambat pada akhir Jun2O22.

/
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BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5O

(1) Pejabat dan Perangkat Daerah yang melalsanakan tugas
pokok dan fungsi setelah diberlakukannya Peraturan
Gubernur ini, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
sampai dengan dilantilorya Pejabat dan/atau berfungsinya
Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

(2) Kedudukan, tugas pokok, susunan organisasi, dan bagan
struldur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencalaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah
dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat
(kmbaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2OO8 Nomor 2l
Seri D, Tambahan lcmbaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 56), kecuali ketentuan Pasal 3 angka 6 dan angka 10,
Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 19;

(3) Kedudukan, tugas pokok, susunan organisasi, dan bagan
struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Jawa Barat, mengacu pada ketentuan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Elarat Nomor 9 Tahun 2OO9 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah hovinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat.

(4) Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Umum
Daerah Al Ihsan, Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon
Sukabumi, Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk Garut,
dan Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Keq'a
melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan unit organisasi bersifat
khusus yang memberikan layanan secara profesional, dengan
mengacu pada kedudukan, tugas pokok, susunan organisasi,
dan bagan struktur organisasi yang diatur dengan Peraturan
Gubernur tersendiri.

BABxI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua
Peraturan terkait dengan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian T\rgas
Unit, dan Tata Kerja pa.da Perangkat Daerah Provinsi, dinyatakan
masih te. F berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 174 Tahun 202 1 tentang Kedudukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2O2 I Nomor I 74), dicabut dan
tidak berlaku.
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Pasal 53

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

JAwABARAT,0/

RIDWAN KAMIB

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

DAERAH PROVINSI

z
A BARAT,

U)

WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR

N

/



30

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 22TAHUN2O22
TANGGAL : 8JUNI 2022
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